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10 Negara Paling Bahagia di Dunia 
 (sumber: World Happiness Report 2019) 

10 Pemerintah Paling Terbuka 
dan Akuntabel di Dunia 

 (the Rule of Law index by the World Justice Project of 
Washington DC).

Indonesia No. 47 
score 0.54 Indonesia No. 92 

score 5.192



Hak memperoleh informasi merupakan Hak Asasi Manusia  
yang dijamin konstitusi:

AMANAT 
Pasal 28 (F) UUD 1945

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan 
memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi 
dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, 
memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan 
menyampaikan informasi dengan menggunakan 
segala jenis saluran yang tersedia

“…….untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang 
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan bangsa, ……. dst

Tujuan Pembentukan NKRI 
(Alinea IV Pembukaan UUD Negara RI 1945)



ASIMETRI INFORMASI DI MASYARAKAT

ELIT 
• Membentuk kota 

secara informal 
maupun formal 

• Terorganisasi dengan 
baik

KELAS MENENGAH 
• Tidak terinformasikan 
• Tidak tertarik 
• Tidak terorganisasi 
• Memiliki potensi 

untuk melakukan 
perubahan

MISKIN 
• Yang paling menderita 
• Tereksploitasi 
• Mulai terorganisasi

TERJADI ASIMETRI INFORMASI



UU 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

• UU KIP menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana 
pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses 
pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu 
keputusan publik; mendorong partisipasi dan peran aktif 
masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; 

• Mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan dan 
tatakelola pemerintahan yang baik (good governance); 

• Mendukung penyelenggaraan negara yang demokratis berdasarkan 
transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. 

• melancarkan system komunikasi Indonesia 
• Mengatur dan melancarkan komunikasi organisasi badan publik 
• Sebagai upaya mengembangkan masyarakat informasi
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Apa yang harus dilakukan Badan Publik?

Menunjuk Pejabat Pengelola 
Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Menyusun dan mempublikasikan 
daftar informasi publik

Melakukan uji konsekuensi atas 
informasi yang dikecualikan

Membuat Standar Operasional 
Prosedur SOP pelayanan informasi

Mengalokasikan anggaran 
pelayanan informasi publik

UBAH MINDSET: 
Siap melayani 

masyarakat

Pahami tujuan dan 
filosofi UU KIP

Siapkan 
infrastruktur dan 

suprastruktur 
pendukung
Wujudkan 

lingkungan ekonomi, 
sosial, dan politik 
yang mendukung

Lakukan pengelolaan 
informasi dan 
dokumentasi



Siapa PPID?
P e j a b a t P e n g e l o l a 
I n f o r m a s i d a n 
Dokumentasi (PPID) 
Pejabat yang bertanggung 
j a w a b d i b i d a n g 
p e n y i m p a n a n , 
p e n d o k u m e n t a s i a n , 
penyediaan, dan/atau 
pelayanan informasi di 
badan publik

• Ditunjuk oleh pimpinan Badan 
Publik 

• Pejabat yang dapat ditunjuk 
sebagai PPID di lingkungan 
B a d a n P u b l i k N e g a r a 
merupakan pejabat yang 
membidangi Informasi Publik 

• Bertanggungjawab langsung 
kepada atasan PPID 

• Dijabat oleh seseorang yang 
memiliki kompetensi di bidang 
pengelolaan informasi dan 
dokumentasi. 

• Dalam melaksanakan tugas, 
d i b a n t u o l e h p e j a b a t 
fungsional



Aspek Tugas dan Wewenang PPID

•Menetapkan SK PPID termasuk Satker lain 
yang mendukung kinerja PPID melalui 
penyampaian dan pelayanan informasi 
publik 

•Termasuk menetapkan SDM pendukung, 
seperti jabatan fungsional maupun 
structural, dan/atau petugas teknis seperti 
pengumpul data pada tiap Satker dan 
pelayanan pada PPID utama 

•Penetapan SOP-SOP

Penetapan



Aspek Tugas dan Wewenang PPID

•Dikoordinasi oleh PPID utama, dimulai dari proses 
pengumpulan data dan informasi publik dari OPD 
pendukung (dapat menjadi draf Daftar Informasi 
Publik) 

•Melakukan penyimpanan baik secara fisik maupun 
digital, dapat melalui bagian khusus yang 
melaksanakan fungsi penyimpanan data 

•Melakukan klasifikasi yang dikoordinasi oleh PPID 
utama dengan input dari PPID pembantu dari OPD 
pendukung 

• Melakukan uji konsekuensi (dapat menghasilkan 
draf Daftar Informasi yang Dikecualikan)

Penyediaan



Aspek Tugas dan Wewenang PPID

•Informasi publik berkala, serta merta, dan 
tersedia setiap saat dipublikasikan  

•Layanan permohonan informasi dapat secara 
langsung (ada meja pelayanan informasi untuk 
masyarakat) dan melalui tidak langsung (e-
mail, atau online) 

•Permohonan informasi harus memperhatikan 
berkas identitas pemohon, yaitu KTP (untuk 
perorangan), dan Akta pendirian (untuk 
lembaga). Perhatikan dan catat waktu 
pelayanan.

Pelayanan



Aspek Tugas dan Wewenang PPID

•Merupakan kewajiban PPID, sebagai input 
monitoring dan evaluasi 

•Laporan mencakup gambaran umum kebijakan 
dan pelaksanaan pelayanan; rincian pelayanan 
informasi publik; rincian penyelesaian sengketa 
informasi publik; kendala eksternal dan 
internal serta rekomendasi dan rencana tindak 
lanjut. 

•Laporan diselesaikan 3 bulan setelah tahun 
anggaran berakhir dan disampaikan kepada 
Komisi Informasi

Pelaporan



1.Informasi yang berkaitan 
dengan Badan Publik; 

2.Informasi mengenai kegiatan 
dan kinerja Badan Publik 
terkait; 

3.Informasi mengenai laporan 
keuangan; dan/atau; 

4.Informasi lain yang diatur 
dalam peraturan perundang-
undangan; 

5.Kewajiban memberikan dan 
menyampaikan informasi 
publik dilakukan paling lambat 
6 (enam) bulan sekali; 

6.Kewajiban menyebarluaskan 
informasi publik disampaikan 
dengan cara yang mudah 
dijangkau oleh masyarakat 
dan dalam bahasa yang mudah 
dipahami.

1.Daftar seluruh informasi publik yang berada dibawah 
penguasaannya, tidak termasuk informasi yang 
dikecualikan; 

2.Hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya; 
3.Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen 
pendukungnya; 

4.Rencana Kerja proyek termasuk di dalamnya 
perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik; 

5.Perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga; 
6.Informasi dan Kebijakan yang disampaikan pejabat 
publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum; 

7.Prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan 
dengan pelayanan masyarakat; dan/atau 

8.Laporan mengenai pelayanan akses informasi publik 
sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

1.Badan Publik wajib mengumumkan secara serta merta suatu informasi 
yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban 
umum; 

2.Kewajiban menyebarluaskan informasi publik disampaikan dengan cara 
yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah 
dipahami.

a.Dapat Menghambat Proses Penegakan Hukum; 
b.Dapat Mengganggu Kepentingan Perlindungan Hak Atas 
Kekayaan Intelektual Dan Perlindungan Dari Persaingan 
Usaha Tidak Sehat;  

c.Dapat Membahayakan Pertahanan Dan Keamanan 
Negara; 

d.Dapat Mengungkapkan Kekayaan Alam Indonesia; 
e.Dapat Merugikan Ketahanan Ekonomi Nasional: 
f.Dapat Merugikan Kepentingan Hubungan Luar Negeri : 
g.Dapat Mengungkapkan Isi Akta Otentik Yang Bersifat 
Pribadi Dan Kemauan Terakhir Ataupun Wasiat 
Seseorang;  

h.Dapat Mengungkap Rahasia Pribadi; 
i.Memorandum Atau Surat-Surat Antar Badan Publik Atau 
Intra Badan Publik, Yang Menurut Sifatnya Dirahasiakan 
Kecuali Atas Putusan Komisi Informasi Atau Pengadilan;  

j.Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan  
Undang-Undang.

KATEGORI INFORMASI PUBLIK

INFORMASI PUBLIK

INFORMASI WAJIB DISEDIAKAN & 
DIUMUMKAN INFORMASI YG DIKECUALIKANINFORMASI ATAS DASAR PERMINTAAN

BERKALA RAHASIA NEGARA

PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

RAHASIA PRIBADI

RAHASIA JABATAN

SERTA MERTA

Pro Aktif 

Reaktif

Reaktif

INFORMASI TERSEDIA SETIAP SAAT



KATEGORI INFORMASI PUBLIK

INFORMASI WAJIB 
DISEDIAKAN & DIUMUMKAN

BERKALA SERTA MERTA

1.Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik; 
2.Informasi mengenai kegiatan dan kinerja 
Badan Publik terkait; 

3.Informasi mengenai laporan keuangan; dan/
atau; 

4.Informasi lain yang diatur dalam peraturan 
perundang-undangan; 

5.Kewajiban memberikan dan menyampaikan 
informasi publik dilakukan paling lambat 6 
(enam) bulan sekali; 

6.Kewajiban menyebarluaskan informasi publik 
disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau 
oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah 
dipahami.

1.Badan Publik wajib mengumumkan 
secara serta merta suatu informasi yang 
dapat mengancam hajat hidup orang 
banyak dan ketertiban umum; 

2.Kewajiban menyebarluaskan informasi 
publik disampaikan dengan cara yang 
mudah dijangkau oleh masyarakat dan 
dalam bahasa yang mudah dipahami.



1.Daftar seluruh informasi publik yang berada dibawah 
penguasaannya, tidak termasuk informasi yang 
dikecualikan; 
2.Hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya; 
3.Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen 
pendukungnya; 
4.Rencana Kerja proyek termasuk di dalamnya 
perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik; 
5.Perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga; 
6.Informasi dan Kebijakan yang disampaikan pejabat 
publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum; 
7.Prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan 
dengan pelayanan masyarakat; dan/atau 
8.Laporan mengenai pelayanan akses informasi publik 
sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

KATEGORI INFORMASI PUBLIK

INFORMASI TERSEDIA 
SETIAP SAAT



INFORMASI YG 
DIKECUALIKAN

RAHASIA NEGARA

PERSAINGAN USAHA TIDAK 
SEHAT

RAHASIA PRIBADI

RAHASIA 
JABATAN

a.Dapat Menghambat Proses Penegakan Hukum; 
b.Dapat Mengganggu Kepentingan Perlindungan Hak 
Atas Kekayaan Intelektual Dan Perlindungan Dari 
Persaingan Usaha Tidak Sehat;  
c.Dapat Membahayakan Pertahanan Dan Keamanan 
Negara; 
d.Dapat Mengungkapkan Kekayaan Alam Indonesia; 
e.Dapat Merugikan Ketahanan Ekonomi Nasional: 
f.Dapat Merugikan Kepentingan Hubungan Luar 
Negeri : 
g.Dapat Mengungkapkan Isi Akta Otentik Yang Bersifat 
Pribadi Dan Kemauan Terakhir Ataupun Wasiat 
Seseorang;  
h.Dapat Mengungkap Rahasia Pribadi; 
i.Memorandum Atau Surat-Surat Antar Badan Publik 
Atau Intra Badan Publik, Yang Menurut Sifatnya 
Dirahasiakan Kecuali Atas Putusan Komisi Informasi 
Atau Pengadilan;  
j.Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan  

KATEGORI INFORMASI PUBLIK



• Prinsip cepat, tepat waktu dan biaya ringan. 
• Memperhatikan infrastuktur pelayanan 
• Pemohon dapat mengajukan permintaan tertulis/tidak 

tertulis dengan melampirkan legal standing 
• BP memberi Jawaban (paling lambat 10 hari + 7 hari)

PEMENUHAN  LAYANAN 
INFORMASI  PUBLIK

PERMINTAAN PENCATATAN TANDA BUKTI JAWABAN

PENOLAKAN:

- Alasan

- Rujukan Lain

PENERIMAAN:

- Alat/media

- Biaya

PENUNDAAAN:

(7 hari)  
- Alasan Tertulis

10 hari



Masa Permohonan Informasi

 + 7 hr
10 hr

14 hari 

30 hari 

Pemohon PPID Atasan
PPID

Puas 

Tidak Puas

Menerima 

Tidak menerima 

Tanggapan/ 
Keputusan 

Pengajuan 
permohonan PSI 

ke KIP

Pelaksanaan 
Keputusan oleh 

PPID

30 hari 

KEBERATAN 



Contoh formulir permohonan informasi, sesuai Perki 1/2010

Mencakup: identitas, rincian 
informasi yang dibutuhkan, dan 
cara mendapatkan informasi 

Alat bantu lain yang dicontohkan di 
Peraturan Komisi informasi No. 1/2010: 
❑ Register Permohonan Informasi Publik 
❑ Pemberitahuan tertulis tentang 

apakah informasi dapat diberikan atau 
dikecualikan 

❑ Contoh format surat keputusan PPID 
tentang penolakan permohonan 

❑ Format formulir keberatan 
❑ Register keberatan



MEKANISME PENYEDIAAN INFORMASI 
PUBLIK

Pemohon 
mengajukan 
permohona
n informasi 
publik 
kepada  
Kementeria
n/ PPID 

Petugas 
memeriksa 
kelengkapan 
persyaratan 
permohona
n informasi 
publik. Jika 
lengkap, 
dilakukan 
registrasi 
permohona

PPID 
mengidentifikasi 
informasi publik 
yg dimohon. 
Apabila dikuasai 
langsung 
disampaikan, bila 
tidak dikuasai 
dilakukan 
koordinasi 
dengan PPID 

Sesuai hasil 
koordinasi, PPID 
Satker yang 
menguasai 
informasi 
menyampaikan 
informasi publik 
yang dimohonkan 

PPID menyampaikan 
mengirimkan 
pemberitahuan 
tertulis terkait 
jawaban informasi 
publik atau Surat 
Keputusan 
penolakan 
permohonan 

10 + 7  hari kerja



MEKANISME PENYUSUNAN DAFTAR 
INFORMASI PUBLIK

PPID Perangkat /
Unit Perangkat 
Daerah  membuat 
USULAN klasifikasi 
dan inventaris 
informasi publik 
yang dikelola oleh 
Satker masing-
masing  

Usulan 
klasifikasi dan 
inventaris 
Informasi 
Publik 
dimasukkan ke 
dalam Sistem 
Informasi PPID 
dengan 
menggunakan 
user id Satker 
masing-masing 

PPID melakukan 
KOORDINASI 
dengan 
membahas 
bersama Satker 
yang 
mengusulkan. 
Hasil 
pembahasan 
menjadi Daftar 
Informasi Publik 
(DIP) 

Daftar 
Informasi 
Publik (DIP) 
ditetapkan 
dan 
ditandatang
ani oleh 
PPID Satker 
masing-



MEKANISME PENDOKUMENTASIAN 

 DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DAFTAR 

INFORMASI 
PUBLIK 

(DIP) yang 
sudah 

ditetapkan 
oleh PPID 

Satker 

DIP dimasukkan/ 
upload  oleh 
Petugas Data 
dan Info PPID 
Satker ke dalam 
Sistem Informasi 
PPID (SI PPID)  

Dipublikasi oleh 
PPID di website 
PPID  
pada menu: 
Informasi Publik 
dan dapat di 
akses 
berdasarkan 
kategori Daftar 



MEKANISME PENGUJIAN 
KONSEKUENSI

PPID Utama 
membuat Surat 
Edaran kepada 
seluruh PPID 
Satker untuk 

mendata 
Informasi yang 

Dikecualikan

PPID 
Satkermengusul

kan Daftar 
Informasi yang 

Dikecualikan 
beserta 

pertimbangan 
hukum kepada 

PPID Utama
KOORDINASI 

PPID Utama dan 
PPID Satker 

dengan 
PENGUJIAN 

KONSEKUENSI 
secara bersama-

sama 
menggunakan 

BA Hasil 
Pengujian 

Konsekuensi 
yang sudah 

disetujui Menteri 
ditetapkan oleh 

PPID Utama 
dengan Surat 

Keputusan 
Sekjen

Hasil Pengujian 
Konsekuensi 

berupa Berita 
Acara yang 

ditandatangani 
oleh PPID Utama 

& PPID Satker 
kemudian 

dilaporkan 
kepada Atasan 

Pengujian Konsekuensi diinisiasi oleh 
PPID Utama dan dilaksanakan pada saat: 
1. Sebelum ada permohonan info 
2. Saat ada permohonan info 
3. Saat penyelesaian sengketa info atas 

perintah Komisioner KIP



PPID Utama mengordinasikan PPID 
Satker  untuk menyiapkan dokumen 
sengketa informasi, surat kuasa dari 
atasan PPID utk persidangan dan 
mendiskusikan pokok sengketa 
informasi

PPID Utama mewakili 
Lembaga dlm Mediasi 
sengketa informasi dg 

membawa surat kuasa dan 
mengambil keputusan serta 
melaporkan hasil mediasi 

sengketa informasi

PPID Utama mengikuti 
sidang ajudikasi non 

litigasi dengan 
memberikan pembuktian, 
menghadirken saksi dan 
ahli, menerima salinan 

putusan dan melaporkan 
hasil sidang sengketa 

informasi serta melakukan 
banding ke PTUN jika 

dibutuhkan 

MEKANISME PENANGANAN SENGKETA INFORMASI



ALUR MEKANISME PELAPORAN

PPID 
Satker 
melaporka
n 
pelaksanaa
n kepada 
Atasan 
PPID nya 

Arahan dan  
Hasil Laporan 
PPID Satker 
tersebut 
disampaikan 
berkala 3 
(tiga) bulan 
sekali kepada 
PPID 

PPID 
Kementerian 
melaporkan 
inventarisasi 
seluruh laporan 
pelayanan dan 
pengelolaan 
informasi publik 
melalui PPID 
Satker dan PPID 
Kementerian 
kepada Menteri 
melalui 

ISI LAPORAN: 
• Data permohonan 

informasi 

• Tindak lanjut 
permohonan informasi 

• Progres Pemenuhan 
Informasi 

• Jumlah dan Alasan 
permohonan Info 
ditolak 

• Progres Penolakan 
Informasi hingga tahap 
Sengketa



PERAN PEJABAT FUNGSIONAL DALAM 
PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI



Peran Pejabat Fungsional Dalam Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

Pranata 
Humas

Arsipa-
ris

Pranata 
Kompute

r

Pustaka
wan

                 Jabatan Fungsional

Dukungan kegiatan pelayanan informasi bagi masyarakat di lingkungan badan 
publik  yang bersangkutan

           Peran

Mengkooridinasikan pengidentifikasian dan pengumpulan data dan informasi 
yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan badan publik

Dukungan kegiatan pengolahan, penataan, dan penyimpanan data dan/atau 
informasi yang diperoleh dari seluruh unit kerja  di lingkungan badan publik

Dukungan kegiatan pengujian data dan informasi untuk menentukan klasifikasi 
informasi publik

Dukungan kegiatan Pengujian informasi guna menentukan aksesibilitas atas 
suatu informasi, termasuk kategori informasi yang dikecualikan

Dukungan dan/atau Asistensi kegiatan Fasilitasi Sengketa Informasi



BUTIR & URAIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL  
Dalam Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi 

Pranata Humas Arsiparis

Butir Kegiatan Uraian Kegiatan/Bukti Fisik Butir Kegiatan Uraian Kegiatan/Bukti Fisik
Menyusun naskah profil 
lembaga

* Menyusun gambaran singkat lembaga 
meliputi sejarah/dasar pendirian, visi, misi 
tugas dan fungsi serta program dan hasil-
hasil yang dicapai  
* Sebagai bahan informasi berkala 

Memberikan 
pelayanan 
penggunaan arsip 
dinamis

* pelayanan penggunaan arsip dinamis dan arsip 
vital dalam segala bentuk media , dengan cara 
menyediakan fisik arsip/bahan kearsipan kepada 
pengguna secara cepat dan tepat 
* Formulir/Buku Layanan Arsip Dinamis di PPID

Membuat laporan kegiatan 
pelayanan informasi 
kehumasan

Membuat laporan pelaksanaan program 
pelayanan informasi dan kehumasan yang 
telah dilaksanakan dalam satu tahun 
anggaran  

Menelaah bahan untuk 
penyelesaian sengketa 
informasi

Mempelajari dan mengkaji  bahan dan 
data dalam sengketa informasi

Memberikan layanan 
arsip terjaga

* Memberikan pelayanan penggunaan arsip terjaga 
di PPID dalam segala  
bentuk media, dengan cara menyediakan fisik 
arsip/bahan kearsipan maupun layanan  
alih media kepada pengguna secara cepat dan 
tepat  
* Formulir/Buku Layanan Arsip Terjaga Menyusun Konsep 

pengembangan layanan 
informasi dan kehumasan  

* Diagram alur/SOP Pengelolaan dan 
Pelayanan Informasi 

Usulan Butir Kegiatan Baru Melakukan identifikasi 
dan pengolahan data  

Daftar Informasi Arsip Inaktif

Menyusun Daftar Klasifikasi 
Informasi PPID 

* Daftar Informasi Publik  
* Daftar Informasi yang Dikecualikan 

Mengolah dan 
menjadikan arsip 
inaktif menjadi 
informasi  
-

Daftar Informasi in Aktif 
 

Melaksanakan Uji 
Konsekuensi Informasi

 

Melaksanakan tugas asistensi  
PPID dalam penanganan 
sengketa informasi

  -  



Inpres 10/2016 Tentang Aksi Pencegahan 
dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 
dan 2017



Hasil Monev PPID 2017 (Tervalidasi) 
! Hasil Monev PPID 2017 sesuai amanat Inpres 10/2016 Tentang Aksi 

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan 2017 
memberikan gambaran yang kurang menggembirakan 

! Sebagian besar PPID yang dinilai masih berada di zona merah. Jika 
dilihat berdasarkan persentase: 
!55 PPID (67,90%) berada di zona merah dengan predikat “Kurang 

Baik” (Nilai ≤ 350)  
!17 PPID (20,99%) berpredikat “Cukup” dengan skor antara 351-490 
!6 PPID (7,41%) berpredikat “Baik” dengan skor antara 491-595.  
!3 PPID (3,70%) berpredikat “Sangat Baik” dengan nilai di atas 596 
!PPID Provinsi Papua dan PPID Provinsi Maluku termasuk berada di 

zona merah. Sedangkan, PPID Provinsi Maluku Utara dan Papua 
Barat tidak mengisi instrument monitoring



Analisis Hasil Monitoring PPID 2017
! Banyak PPID belum memahami tugas dan fungsi dengan baik 
! Capaian rendah mencakup semua aspek, namun aspek 

penyediaan informasi yang dipandang sebagai aspek yang 
paling krusial. Aspek ini mencakup: 
!proses pengumpulan data dan informasi publik dari OPD 

pendukung 
!penyimpanan baik secara fisik maupun digital, dapat 

melalui bagian khusus yang melaksanakan fungsi 
penyimpanan data 

!klasifikasi yang dikoordinasi oleh PPID utama dengan input 
dari PPID pembantu dari OPD pendukung 

!Uji konsekuensi



REKAPITULASI JUMLAH PPID  
Per. 19 Februari 2019



45

TERIMA KASIH


